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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pandemi Covid-19 memberikan dampak tak hanya kepada sektor kesehatan namun 

juga berdampak pada berbagai sektor lainnya. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat (PPKM) berpengaruh terhadap aktivitas bisnis yang kemudian akan 

berimbas kepada sektor perekonomian. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan 

bahwa pertumbuhan ekonomi nasional triwulan II tahun 2020 sebesar -5,32%. 

Kepala BPS, Suhariyanto juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional 

pada triwulan II tahun 2020 tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi nasional 

terendah sejak tahun 1999. Pada triwulan I tahun 1999 tersebut angka pertumbuhan 

ekonomi nasional tercatat -6,13% (indopremier.com, 2020).  

Sepanjang tahun 2020 hingga sekarang, pemerintah terus berupaya untuk 

menerbitkan berbagai regulasi dan kebijakan untuk mengupayakan pemulihan 

ekonomi. Pemerintah mulai melakukan upaya pemulihan ekonomi melalui program 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan tujuan untuk mempertahankan dan 

meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha sektor riil dan sektor 

keuangan dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19 ini 

(kompaspedia.kompas.id, 2021).
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Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio 

Nathan Kacaribu menyampaikan bahwa biaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 

ini dibagi menjadi dua, yaitu dari sisi demand atau pengeluaran di masyarakat, dan 

sisi supply untuk menolong sektor usaha (beritasatu.com, 2020). Lebih lanjut 

seperti yang dijelaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga 

Hartanto bahwa pemerintah mendorong adanya program PEN ini dengan tujuan 

untuk memperkuat sisi daya beli atau demand side dan sisi produksi atau supply 

side (ekon.go.id, 2021).  

Demand side dialokasikan sebesar Rp 205,20 triliun sedangkan supply side 

Rp 384,45 triliun. Febrio menjelaskan lebih lanjut bahwa untuk demand side akan 

lebih berfokus dalam bentuk perlindungan sosial antara lain Program Keluarga 

Harapan, Bantuan Sosial (Bansos) Jabodetabek, Bansos non Jabodetabek, Kartu Pra 

Kerja, Diskon Listrik, Logistik/Pangan/Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

Dana, dan insentif perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Demand 

side lebih difokuskan pada perlindungan sosial dikarenakan 50% dari Pendapatan 

Domestik Bruto (PDB) Indonesia berupa konsumsi dan distribusi dari rumah tangga 

yang lebih condong ke arah pendapatan rendah (beritasatu.com, 2020). 

Sementara itu untuk supply side secara rinci akan digunakan untuk subsidi 

bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi usaha mikro kecil dan menengah 

(UMKM) dan padat karya, dana penjaminan untuk kredit modal, Penempatan 

Modal Negara (PMN), dana talangan (investasi) untuk modal kerja, dan insentif 

perpajakan (beritasatu.com, 2020). 
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Pemberian insentif pajak merupakan respon pemerintah atas menurunnya 

produktivitas para pelaku usaha (pajak.go.id, 2020). Pada awalnya, pemberian 

insentif akan berlangsung selama 6 bulan yaitu dari bulan April sampai bulan 

September 2020. Namun melihat kondisi pandemi Covid-19 yang masih 

membayangi perekonomian Indonesia, maka terdapat 3 kali perpanjangan periode 

insentif fiskal. Perpanjangan periode yang pertama yaitu “yang semula sampai 

September menjadi Desember 2020 (cnnindonesia.com, 2020). Lalu, perpanjangan 

periode yang kedua yaitu diperpanjang hingga 30 Juni 2021 yang tertuang dalam 

Siaran Pers Nomor 5 (pajak.go.id, 2021). Perpanjang periode ketiga yaitu 

diperpanjang sampai dengan Desember 2021. Perpanjangan masa pemberian 

insentif fiskal ini tercantun dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82 

Tahun 2021 dengan merivisi PMK Nomor 9 Tahun 2021 (pajakonline.com, 2021). 

Adapun insentif perpajakan yang dapat dimanfaatkan masyarakat hingga 

Desember 2021 yaitu: 

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), diberikan 

kepada karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu 

1.189 bidang usaha tertentu;  

Adanya PPh Pasal 21 DTP membuat PPh yang seharusnya dipotong dari 

penghasilan pegawai menjadi ditanggung pemerintah (DTP). PPh Pasal 21 

DTP tersebut harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat 

penghasilan dibayarkan pada pegawai (news.ddtc.co.id, 2021). Berdasarkan 

Pasal 2 ayat 3 PMK Nomor 9/PMK.03/2021 pegawai yang berhak 

mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP yaitu pegawai yang menerima 
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penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki kode Klasifikasi Lapangan 

Usaha (KLU) terdaftar dalam lampiran kode KLU, memiliki Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP), dan penghasilan bruto bersifat tetap dan teratur yang 

disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000. Pada Pasal 4 ayat 1 PMK Nomor 

9/PMK. 03/2021 pemberi kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh 

Pasal 21 DTP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. 

2. Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau PPh Final DTP, wajib 

pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak; 

3. PPh Final Jasa Konstruksi DTP; 

4. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, guna mendorong wajib pajak yang bergerak 

di salah satu dari 132 bidang usaha tertentu; 

5. Angsuran PPh Pasal 25, untuk wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 216 

bidang usaha tertentu mendapatkan pengurangan angsuran sebesar 50% dari 

angsuran yang seharusnya terutang; 

6. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berupa restitusi dipercepat 

(nasional.kontan.co.id, 2021). 

Restitusi menurut Waluyo (2019) adalah permohonan pengembalian atas 

kelebihan Pajak Masukan (PM) yang dapat diajukan oleh Wajib Pajak (WP). 

Permohonan pengembalian (restitusi) atas kelebihan PPN dapat diproses 

melalui proses penelitian dan pemeriksaan. Proses penelitian dilakukan 

terhadap permohonan pengembalian kelebihan PPN yang diajukan oleh pihak 

Pengusaha Kena Pajak (PKP). Demikian halnya seperti pada proses penelitian, 

pada proses pemeriksaan atas permohonan restitusi PPN, Direktorat Jenderal 
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Pajak (DJP) harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 bulan 

sejak permohonan pengembalian kelebihan pajak diterima (Waluyo, 2019). 

Restitusi dipercepat merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 

yang dilakukan tanpa pemeriksaan, melainkan hanya dengan penelitian saja. 

Untuk itu, prosesnya relatif lebih cepat dibandingkaan dengan proses 

pemberian restitusi pada umumnya (atpetsi.or.id, 2018). Syarat mengajukan 

untuk menggunakan insentif restitusi PPN dipercepat sesuai dengan Pasal 15 

ayat 2 PMK Nomor 9/PMK. 03/2021 yaitu: 

a. memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang tercantum dalam 

Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU); 

b. telah ditetapkan sebagai Perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor 

(KITE); atau 

c. telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha 

Kawasan Berikat, atau izin PDKB. 

Selain itu, pada Pasal 15 ayat 4 dinyatakan bahwa jumlah lebih bayar yang 

dapat diajukan pengembalian atau restitusi PPN dipercepat paling banyak Rp 

5.000.000.000 (lima miliar rupiah).  

Pajak menurut Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan, menurut Rahayu (2017) definisi dari 

pajak yaitu iuran yang dapat dipaksakan dibayar oleh perorangan atau badan yang 
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telah memenuhi kewajiban perpajakan yang dibayarkan kepada pemerintah untuk 

dijadikan sebagai dana untuk pemenuhan tujuan kesejahteraan rakyat banyak. 

Jenis-jenis pajak di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan cara pemungutannya, terdiri dari: 

a. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib 

pajak dan tidak dialihkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan 

(PPh). 

b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada 

pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  

2. Berdasarkan sifatnya, terdiri dari: 

a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya. Contoh: 

Pajak Penghasilan (PPh) yang memerhatikan tentang kemampuan wajib 

pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang. 

b. Pajak objektif adalah pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari barang yang dikenakan 

pajak. 

3. Berdasarkan lembaga pemungutannya, terdiri dari: 

a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat 

dan digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan 

jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan dan lain sebagainya. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai dan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan). 
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b. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh 

pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan 

digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Contoh: Pajak 

Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak 

Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan 

(Perdesaan dan Pekotaan), Pajak Parkir (online-pajak.com, 2018).  

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dibebankan atas suatu 

penghasilan yang diperoleh wajib pajak (WP) baik yang berasal dari Indonesia 

maupun dari luar negeri. Dasar hukum PPh yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Dasar hukum ini telah mengalami empat 

kali perubahan, yang terbaru yaitu UU Nomor 36 Tahun 2008 (klikpajak.id, 2021). 

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, 

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai 

hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. 

Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan pada Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak 

adalah: 

a. 1. orang pribadi; 

2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak; 
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b. badan; dan 

c. bentuk usaha tetap (BUT). 

Pada Pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa subjek pajak dibedakan menjadi Subjek Pajak 

Dalam Negeri (SPDN) dan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN). SPDN sesuai dengan 

Pasal 2 ayat 3 adalah: 

a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada 

di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 

waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak 

berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; 

b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit 

tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: 

1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 

3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah; dan 

4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan 

c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. 

Sedangkan pada Pasal 2 ayat 4 menyebutkan bahwa SPLN adalah: 

a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia; 

b. orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan 

puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; dan 



 

9 

 

c. badan yang tidak didirkan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap (BUT) 

di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari 

Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT 

di Indonesia. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa subjek pajak adalah orang atau pihak yang 

bertanggungjawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun 

pajak maupun bagian tahun pajak (klikpajak.id, 2021).  

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008, definisi dari objek 

pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 

diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP 

yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: 

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 

atau diperoleh; 

b. hadiah dari undian; 

c. laba usaha; 

d. keuntungan atas penjualan dan/ atau pengalihan harta; 

e. bunga; 

f. dividen; 

g. royalti; 

h. sewa dan penghasilan lain; 

i. premi asuransi; dan 
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j. lainnya. 

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 

tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Pekerjaan, 

Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi pada Pasal 1 menyatakan bahwa Pajak 

Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh 

Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) SPDN, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 

21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 

pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan 

pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi SPDN, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.  

Lalu pada Pasal 1 PER-16/PJ/2016 disebutkan pula bahwa PPh sehubungan 

dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang 

Pribadi (WP OP) SPLN, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 26, adalah pajak atas 

penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan 

nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, 

dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi SPLN, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 UU PPh. 

Pemotong PPh Pasal 21/26 adalah WP OP atau Wajib Pajak Badan (WP 

Badan), termasuk BUT, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan 

pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang 

pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 UU PPh (PER-
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16/PJ/2016). Pada Pasal 2 PER-16/PJ/2016 disebutkan bahwa pemotong PPh Pasal 

21 dan/atau PPh Pasal 26, meliputi: 

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan; 

2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah; 

3. Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan badan-

badan lain; 

4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan 

yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa; 

5. Penyelenggara kegiatan. 

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi 

dengan status sebagai SPDN yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan 

nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak ini, dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 

sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, termasuk 

penerima pensiun (PER-16/PJ/2016). Pada Pasal 3 PER-16/PJ/2016 menyebutkan 

bahwa penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 

adalah orang pribadi yang merupakan: 

1. Pegawai; 

2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua 

(THT), jaminan hari tua (JHT), termasuk ahli warisnya; 

3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan 

dengan pemberian jasa, seperti: tenaga ahli, pemain musik, pembawa acara, 
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olahragawan, pengarang, petugas penjaja barang dagangan, petugas dinas luar 

asuransi, distributor multilevel marketing, dan lain-lain; 

4. Anggota dewan komisaris/pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai; 

5. Mantai pegawai; 

6. Peserta kegiatan. 

Pada Pasal 5 PER-16/PJ/2016 disebutkan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 

dan/atau PPh Pasal 26 yaitu: 

a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa 

Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur; 

b. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur 

berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; 

c. penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, 

atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya 

melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja; 

d. penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah 

harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan 

secara bulanan; 

e. imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, 

dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai 

imbalan sehubungan jasa yang dilakukan; 

f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang 

representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama 

dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun; 
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g. penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang 

diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang 

tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama; 

h. penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain 

yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau 

i. penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang 

masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan oleh Menteri Keuangan. 

Perlakuan atas PPh Pasal 21 sangat bervariasi tergantung pada jenis 

penghasilannya. Menurut Kie, dkk. (2018) ada berbagai kategori jenis penghasilan 

yang dikenakan PPh Pasal 21 yaitu: 

1. Penghasilan bagi Pegawai Tetap; 

2. Penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap; 

3. Penghasilan bagi Bukan Pegawai; 

4. Penghasilan yang dikenakan PPh 21 Final; 

5. Penghasilan Lainnya. 

Berikut di bawah ini merupakan gambaran luas dari perlakuan PPh Pasal 21 

menurut Kie, dkk. (2018): 
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Gambar 1.1  

Gambaran Luas dari Perlakuan PPh Pasal 21 

Sumber: Kie, dkk. (2018) 

Berdasarkan Pasal 11 ayat 1 PER-16/PJ/2016 besarnya Penghasilan Tidak 

Kena Pajak (PTKP) per tahun adalah sebagai berikut: 

a. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang 

pribadi; 

b. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib 

Pajak yang kawin; 

c. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap 

anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 

serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 

(tiga) orang untuk setiap keluarga. 
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Adapun penerapan PTKP berdasarkan Pasal 11 ayat 1 PER-16/PJ/2016 yang 

sudah diterapkan sejak tahun 2016 yaitu: 

1. PTKP Laki-laki Tidak Kawin dan Wanita (Kawin/Tidak Kawin) 

Wanita kawin tetap mempunyai status PTKP tidak kawin (TK/0) kecuali 

dapat membuktikan bahwa suami tidak bekerja (dari instansi 

terkait/kelurahan). 

Tabel 1.1  

PTKP Laki-laki Tidak Kawin dan Wanita (Kawin/Tidak Kawin) 

Sumber: klikpajak.id (2021) 

2. PTKP Laki-laki Kawin dan Istri Tidak Bekerja/Tidak Usaha 

Tabel 1.2  

PTKP Laki-laki Kawin dan Istri Tidak Bekerja/Tidak Usaha 

Sumber: klikpajak.id (2021) 

3. PTKP Laki-laki Kawin dan Istri Bekerja 

PTKP untuk istri yang bekerja pada satu pemberi kerja tidak digabung 

dengan suami, yang digabung dengan PTKP suami hanya yang bekerja pada 

lebih dari satu pemberi kerja dan/atau istri yang memiliki usaha 

(penghasilan digabung dengan penghasilan suami). 
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Tabel 1.3  

PTKP Laki-laki Kawin dan Istri Bekerja 

Sumber: klikpajak.id (2021) 

Perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak 

dengan dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto dari penghasilan yang ditetapkan. 

Umumnya penghasilan yang diterima atau diperoleh tersebut akan dikurangi 

dengan unsur pengurang yang juga ditetapkan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku (Kie, dkk., 2018). Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008, 

tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi: 

a. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WP OP DN) adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.4  

Tarif PPh Pasal 21 bagi WP OP DN 

Sumber: Pasal 17 ayat 1a UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 

b. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (WP Badan DN) dan BUT adalah sebesar 

28% (dua puluh delapan persen). Pada ayat 2a disebutkan lebih lanjut bahwa 

tarif untuk WP Badan menjadi 25% (dua puluh lima persen) sejak tahun 2010. 
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Mulai tahun 2020 pemerintah melakukan perubahan terhadap tarif PPh bagi 

WP Badan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 

Pasal 2 menyatakan bahwa tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas 

penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha 

tetap adalah sebesar: 

a) 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan 

Tahun Pajak 2021; dan 

b) 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022. 

Pada Pasal 20 ayat 1 PER-16/PJ/2016 menyatakan bahwa bagi penerima 

penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP), dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% 

(dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang 

memiliki NPWP. 

Menurut Pasal 23 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 PPh Pasal 23 merupakan 

PPh yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, jasa dan 

hadiah selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 terjadi karena 

adanya transaksi antara pihak yang memberikan penghasilan (pembeli atau 

penerima jasa) dengan pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi 

jasa). Kemudian pihak pemberi penghasilan akan memotong dan melaporkan PPh 

Pasal 23 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (pajakku.com, 2020). Pihak yang 

menjadi pemotong PPh Pasal 23 yaitu: 

1. Badan pemerintah; 

2. Subjek pajak badan dalam negeri; 
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3. Penyelenggara kegiatan; 

4. BUT; 

5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; 

6. Orang pribadi sebagai WP DN tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal 

Pajak, di antaranya: 

a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), 

kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. 

b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan 

atas pembayaran berupa sewa. 

Sedangkan untuk pihak yang menjadi penerima penghasilan yang dipotong PPh 

Pasal 23 yaitu: 

1. WP OP atau WP Badan; 

2. BUT (klikpajak.id, 2018). 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 23 adalah jumlah penghasilan 

bruto tidak termasuk PPN. Perhitungan PPh Pasal 23 yaitu tarif dikalikan dengan 

bruto. Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang 

dikenakan pemotongan PPh Pasal 23/26 dan tarifnya yaitu: 

a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas: 

1. dividen; 

2. bunga; 

3. royalti; dan 

4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh 

Pasal 21. 
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b. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas: 

1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali 

sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah 

dikenai PPh Pasal 4 ayat 2. 

2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, 

jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak 

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. 

Dalam Pasal 23 ayat 1a menyatakan bahwa WP yang menerima atau memperoleh 

penghasilan yang sudah disebutkan pada ayat 1 tidak memiliki Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) maka tarif pemotongannya adalah 100% (seratus persen) lebih 

tinggi daripada tarif pada ayat 1.  

PPh Pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dikenakan pada WP Badan maupun 

WP OP atas beberapa jenis penghasilan yang didapatkan dan pemotongan pajaknya 

bersifat final. Oleh karena itu PPh Pasal 4 ayat 2 sering disebut dengan PPh Final 

(taxcenter-ipb.org, 2021). PPh final adalah PPh yang tidak dapat dikredtikan dan 

tidak dapat digabungkan dengan PPh Non Final. Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 UU 

Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang dikenai pajak bersifat final yaitu: 

a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan 

surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada 

anggota koperasi orang pribadi; 

b. penghasilan berupa hadiah undian; 

c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang 

diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan 
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penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh 

perusahaan modal ventura; 

d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, 

usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau 

bangunan; dan 

e. penghasilan tertentu lainnya, 

yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

Terdapat 11 macam objek PPh Pasal 4 ayat 2 yang memiliki tarif yang 

berbeda-beda dan diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagai berikut: 

Tabel 1.5  

Daftar Objek dan Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 

No. Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 Tarif (%) 

Peraturan yang 

Berlaku 

1 

Bunga deposito / tabungan, 

diskonto SBI dan jasa giro 20 

Pasal 4 (2) a UU PPh jo 

PP 131 Thn 2000 jo KMK 

51/KOM.04/2001 

2 

Bunga simpanan yang 

dibayarkan oleh koperasi 

kepada anggota koperasi orang 

pribadi  

10 

Pasal 4 (2) a & Pasal 17 

(7) jo PP No.15 Thn 2009 

3 

Bunga obligasi (surat utang & 

SUN lebih dari 12 bulan)  

0-20 

Pasal 4 (2) a UU PPh jo 

PP No. 16 Thn 2009 
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No. Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 Tarif (%) 

Peraturan yang 

Berlaku 

4 

Deviden yang 

diterima/diperoleh WP orang 

pribadi dalam negeri 

10 

Pasal 17 (2c) dan Pasal 4 

(2) UU PPh 

5 

Hadiah Undian 

25 

Pasal 4 (2) b UU PPh jo 

PP No. 132 thn 2000 

6 

Transaksi derivatif berupa 

kontrak berjangka yang 

diperdagangkan di bursa 

2,5 

Pasal 4 (2) c UU PPh jo 

PP No. 17 thn 2009 

7 

a. Transaksi penjualan saham 

pendiri 

b. Transaksi penjualan bukan 

saham pendiri  

0,5 dan 

0,1 

PP No. 14 Thn 1997 jo 

KMK 282/KMK.04/1997 

jo SE-15/PJ.42/1997 dan 

SE 06/PJ.4/1997 

8 

Jasa Konstruksi 

a. Pelaksana JK sertifikasi 

kecil 

b. Pelaksana JK tanpa 

sertifikasi 

c. Pelaksana Jk sertifikasi 

sedang dan besar 

a. 2 

b. 4 

c. 3 

d. 4 

e. 6 

 

Pasal 4 (2) c UU PPh jo 

PP No. 51 Thn 2008 jo PP 

No. 40 thn 2009 
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No. Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 Tarif (%) 

Peraturan yang 

Berlaku 

d. Perancang atau pengawas 

JK oleh penyedia JK 

bersertifikasi usaha 

e. Perancang atau pengawas 

JK oleh penyedia JK tanpa 

bersertifikasi usaha 

9 

Persewaan atas tanah dan/atau 

bangunan 10 

Peraturan Pemerintah No. 

29 Thn 1996 jo PP No.05 

thn 2002 

10 

a. Wajib Pajak yang 

melakukan pengalihan hak 

atas tanah dan/atau 

bangunan 

b. Pengalihan Rumah 

Sederhana & Rumah Susun 

Sederhana oleh WP yang 

usaha pokoknya melakukan 

Pengalihan Hak atas Tanah 

dan/atau Bangunan 

5 dan 1 

Pasal 4 (2) d UU PPh jo 

PP no. 71 thn 2008 

11 

Transaksi penjualan saham atau 

pengalihan penyertaan modal 

0,1 

PP No. 4 tahun 1995 
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No. Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 Tarif (%) 

Peraturan yang 

Berlaku 

pada perusahaan pasangannya 

yang diterima oleh perusahaan 

modal ventura 

Sumber: djpb.kemenkeu.go.id (2021) 

Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan. 

Wajib pajak badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat 2, sedangkan wajib 

pajak orang pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat 2. Pihak-pihak 

yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat 2 adalah: 

1. Koperasi; 

2. Penyelenggara Kegiatan; 

3. Otoritas Bursa; dan 

4. Bendaharawan. 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas 

konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun 

konsumsi jasa (Waluyo, 2019). PPN akan dikenakan dan disetorkan oleh Pengusaha 

Kena Pajak (PKP), namun dibebankan kepada konsumen akhir. Maka sebagai PKP 

sudah sewajibnya untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terutang 

(jurnal.id, 2021). Pengusaha Kena Pajak (PKP) menurut Pasal 1 UU Nomor 42 

Tahun 2009 adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak 

dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-

undang ini. Objek PPN berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009 yaitu: 
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1. Pasal 4 

a. penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang 

dilakukan oleh Pengusaha; 

b. impor BKP; 

c. penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan 

oleh Pengusaha; 

d. pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah 

Pabean; 

e. pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; 

f. ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; 

g. ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan 

h. ekspor JKP oleh PKP. 

2. Pasal 16 D 

Penyerahan aset oleh PKP yang menurut tujuan semula aset tersebut tidak untuk 

diperjualbelikan, sepanjang PPN dibayar pada saat perolehannya dapat 

dikreditkan. 

Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau 

hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang 

tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN dan PPnBM. Sedangkan, 

Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan berdasarkan suatu perikatan atau 

perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan 

atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan 
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barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari 

pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN dan PPnBM (Waluyo, 2019).  

Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Masukan (PM) 

adalah PPN yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan BKP 

dan/ JKP atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean atau 

pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan/atau Impor BKP. Sedangkan Pajak 

Keluaran (PK) adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak 

(BKP), penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP 

Tidak Berwujud dan/atau ekspor JKP. Jika PK lebih besar dari PM maka disebut 

sebagai PPN Kurang Bayar (KB) sedangkan jika PK lebih kecil dari PM maka 

disebut sebagai PPN Lebih Bayar (LB). 

Sebagai bukti adanya pungutan atas PPN maka PKP diharuskan untuk 

membuat faktur pajak. Faktur pajak menurut Pasal 1 UU Nomor 42 Tahun 2009 

merupakan adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak 

yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. 

Adapun jenis-jenis faktur pajak yaitu: 

1. Faktur Pajak Keluaran (FPK) 

Faktur Pajak Keluaran (FPK) adalah faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha 

Kena Pajak (PKP) saat melakukan penjualan terhadap Barang Kena Pajak 

(BKP), Jasa Kena Pajak (JKP), dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam 

barang mewah. 

2. Faktur Pajak Masukan (FPM) 
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Faktur Pajak Masukan (FPM) adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP 

ketika melakukan pembelian terhadap BKP atau JKP dari PKP lainnya. 

3. Faktur Pajak Pengganti 

Faktur Pajak Pengganti adalah penggantian atas faktur pajak yang telah terbit 

sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian 

NPWP. Sehingga, harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. 

4. Faktur Pajak Gabungan 

Faktur Pajak Gabungan adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi 

seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa 

kena pajak yang sama selama satu bulan. 

5. Faktur Pajak Digunggung 

Faktur Pajak Digunggung adalah faktur pajak yang hanya dibuat oleh pedagang 

eceran sehingga tidak disebutkan nama pembeli dan penjual beserta tanda 

tangannya. 

6. Faktur Pajak Cacat 

Faktur Pajak Cacat adalah faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, 

benar, dan/atau tidak ditandatangani termasuk juga kesalahan dalam pengisian 

kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat 

faktur pajak pengganti. 

7. Faktur Pajak Batal 
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Faktur Pajak Batal adalah faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya 

pembatalan transaksi. Pembatalan juga harus dilakukan ketika ada kesalahan 

pengisian NPWP dalam faktur pajak (online-pajak.com, 2018). 

Tarif PPN berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 42 Tahun 2009 yaitu: 

1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen); 

2. Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas: 

a. Ekspor BKP Berwujud; 

b. Ekspor BKP Tidak Berwujud; dan 

c. Ekspor JKP. 

3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling 

rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang 

perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Dalam dunia perpajakan juga sering didengar adanya rekonsiliasi PPN. 

Rekonsiliasi PPN merupakan proses mencocokan data pada SPT masa PPN dengan 

laporan keuangan suatu perusahaan. Rekonsiliasi PPN ini bertujuan untuk 

mengetahui detail transaksi sebuah perusahaan dan apa saja faktor yang 

menyebabkan perbedaan tersebut. Rekonsiliasi PPN idealnya dilakukan setiap 

bulan, namun ada pula perusahaan yang melakukan proses rekonsiliasi PPN pada 

akhir tahun. Proses rekonsiliasi PPN menjadi sangat penting karena berhubungan 

dengan pengakuan pendapatan perusahaan. Hal ini dikarenakan setiap penjualan 

BKP ataupun penyerahan JKP menghasilkan PPN (online-pajak.com, 2020). 

Dalam Pasal 1 PMK Nomor 32/PMK. 010/2019 menyatakan bahwa Ekspor 

Jasa Kena Pajak (EJKP) adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak yang 
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dihasilkan di dalam Daerah Pabean untuk dimanfaatkan oleh Penerima Ekspor Jasa 

Kena Pajak di luar Daerah Pabean. Selanjutnya pada Pasal 2 dijelaskan bahwa atas 

PPN untuk EJKP dikenakan tarif sebesar 0%. Pada Pasal 8 ayat 1 disebutkan bahwa 

PKP yang melakukan EJKP wajib membuat faktur pajak saat EJKP. Lebih lanjut 

dijelaskan pada Pasal 8 ayat 2 bahwa faktur pajak atas EJKP yaitu berupa 

Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak (PEJKP) yang dilampiri dengan faktur 

penjualan (invoice) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan 

kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. PKP yang melakukan EJKP 

harus mengisi Dokumen Lain pada Faktur Pajak Keluaran dan dilaporkan sebagai 

SPT Masa PPN serta membuat PEJKP dengan formulir yang terlampir sebagai arsip 

(smconsult.co.id, 2020). 

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU 

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

menyebutkan bahwa setiap Wajib Pajak (WP) wajib mengisi Surat Pemberitahuan 

(SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) 

digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek 

pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (pajak.go.id, 2020).  

Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi 

Wajib Pajak (WP) di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan 

penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, SPT berfungsi 

untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan WP 

sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan 
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oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong 

atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. 

Pelaporan pajak disampaikan ke KPP tempat WP terdaftar (Rahayu, 2017). Namun 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 

9/PMK.03/2018 maka Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP 

Kemenkeu) mewajibkan seluruh WP Badan untuk melaporkan SPT Tahunan secara 

daring atau online melalui e-Filing (cnnindonesia.com, 2019). SPT dibedakan 

menjadi dua yaitu: 

1. SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT 

Tahunan wajib dilaporkan setiap tahun, atau pada akhir tahun pajak. Tujuan 

dari pelaporan SPT Tahunan yaitu untuk melaporkan penghasilan yang 

diterima sendiri, aset dan utang pada akhir periode. SPT Tahunan dibagi 

menjadi 2 yaitu: 

a. SPT Tahunan Orang Pribadi 

1) Dibayarkan dan dilaporkan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya 

tahun pajak. 

2) Sanksi administratif yang akan dikenakan jika telat bayar SPT OP yaitu 

berupa sanksi bunga sebesar 2% per bulan, sedangkan sanksi 

administratif untuk telat lapor SPT OP yaitu berupa denda sebesar Rp 

100.000. 

b. SPT Tahunan Badan 

1) Dibayarkan dan dilaporkan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya 

tahun pajak. 
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2) Sanksi administratif yang akan dikenakan jika telat bayar SPT Badan 

yaitu berupa sanksi bunga sebesar 2% per bulan, sedangkan sanksi 

administratif untuk telat lapor SPT Badan yaitu berupa denda sebesar 

Rp 1.000.000. 

2. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas 

pembayaran pajak bulanan. SPT Masa dilaporkan setiap sebulan sekali. Sanksi 

administratif yang dikenakan bagi WP yang telat bayar SPT Masa yaitu berupa 

sanksi bunga sebesar 2% per bulan sedangkan sanksi administratif yang 

dikenakan bagi WP yang telat lapor SPT Masa yaitu berupa denda sebesar Rp 

500.000 untuk SPT Masa PPN dan Rp 100.000 untuk SPT Masa selain PPN. 

Tujuan dari pelaporan SPT Masa yaitu untuk melaporkan pajak yang dipotong 

atau dipungut oleh pihak lain. SPT Masa PPh terdiri dari SPT Masa PPh Pasal 

21, SPT Masa PPh Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 23, SPT Masa PPh Pasal 25, 

SPT Masa PPh Pasal 26, SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2, SPT Masa PPN dan 

SPT Masa PPnBM. Berikut dibawah ini merupakan gambar dari batas waktu 

pembayaran dan pelaporan pajak SPT Masa: 

Tabel 1.6  

Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan Pajak SPT Masa 
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Sumber: pajak.go.id (2021). 

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 

Pasal 1 definisi dari e-Filing yaitu cara penyampaian SPT melalui saluran tertentu 

yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. e-Filing disampaikan secara elektronik 

yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website DJP 

(http://www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) seperti 

klikpajak.id, www.pajakku.co.id, dan www.online-pajak.com. Bagi wajib pajak 

yang hendak menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770, 

http://www.pajakku.co.id/
http://www.online-pajak.com/
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1770S, 1770SS) maupun SPT Tahunan PPh Badan (1771) dapat mengisi dan 

menyampaikan laporan SPT-nya pada aplikasi e-Filing di DJP Online (pajak.go.id, 

2021).  

Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang 

dibuat oleh DJP Kemenkeu untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan 

dalam menyampaikan SPT. Kelebihan aplikasi e-SPT adalah sebagai berikut: 

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran 

dalam bentuk media CD/disket; 

2. Data perpajakan terorganisir dengan baik; 

3. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan 

baik dan sistematis; 

4. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem 

komputer; 

5. Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak; 

6. Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan 

menggunakan sistem komputer; 

7. Menghindari pemborosan penggunaan kertas (kemenkeu.go.id, 2021). 

Bukti potong (Bupot) adalah formulir yang digunakan pihak pemotong atau 

pemungut pajak sebagai bukti telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau 

PPh Pasal 26. DJP melakukan terobosan dengan menghadirkan aplikasi e-Bupot 

23/26. Aplikasi e-Bupot 23/26 adalah aplikasi resmi yang dirancang dan disediakan 

oleh DJP untuk membuat bukti pemotongan dan pelaporan pajak, seperti SPT Masa 

PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik (online-pajak.com, 2019). 
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Munculnya faktur pajak fiktif mendorong DJP untuk mengeluarkan aplikasi 

e-Faktur yang dapat mencegah terbitnya faktur pajak tidak resmi. Aplikasi e-Faktur 

adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang 

ditentukan dan/atau disediakan DJP. Adanya aplikasi e-Faktur memudahkan PKP 

membuat faktur pajak dengan format seragam yang sudah ditentukan DJP. Adapun 

syarat menggunakan aplikasi e-Faktur yaitu: 

1. Pengguna merupakan wajib pajak yang dikukuhkan dan telah memiliki Akun 

PKP; 

2. Memiliki sertifikat elektronik yang diberikan DJP; 

3. Memiliki komputer yang dapat menjalankan aplikasi e-Faktur (online-

pajak.com, 2018). 

Pada awal Oktober tahun 2017, DJP meluncurkan e-Faktur web based. e-

Faktur web based adalah aplikasi e-Faktur yang dapat diakses secara online, dari 

mana saja, kapan saja, selama tersambung dengan koneksi internet, karena berbasis 

web (online-pajak.com, 2017).  

Sertifikat elektronik (digital certificate) menurut PER-04/PJ/2020 adalah 

sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan 

identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi 

elektronik yang dikeluarkan oleh DJP atau penyelenggaraan sertifikasi elektronik. 

Pada Pasal 40 ayat 2 disebutkan bahwa WP yang memiliki sertifikat elektronik 

dapat memperoleh layanan secara elektronik berupa: 

a. permintaan nomor seri Faktur Pajak; 

b. pembuatan Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-faktur); 
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c. pembuatan bukti pemotongan atau pemungutan berbentuk elektronik, 

pembuatan dan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan (e-bupot); 

d. pengajuan surat keberatan secara elektronik; 

e. pengajuan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT oleh Wajib Pajak 

secara elektronik; 

f. pengajuan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak secara 

elektronik; dan/atau 

g. Layanan Perpajakan Secara Elektronik lainnya yang ditentukan dan/atau 

disediakan oleh DJP. 

Berdasarkan Pasal 41 ayat 1 tentang tata cara pengajuan permintaan sertifikat 

elektronik yaitu: 

a. elektronik atau tertulis ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau Kantor 

Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah 

kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak orang pribadi 

dan Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi; atau 

b. elektronik atau tertulis ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau KP2KP yang 

wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak 

Badan dan Instansi Pemerintah. 

Menurut Pasal 44 ayat 1, masa berlaku sertifikat elektronik yaitu 2 tahun 

sejak tanggal sertifikat elektronik diberikan oleh DJP. Berdasarkan Pasal 44 ayat 2 

WP dapat mengajukan permintaan sertifikat elektronik baru ke DJP dengan alasan 

sebagai berikut: 

a. masa berlaku sertifikat elektronik akan/telah berakhir; 
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b. terjadi penyalahgunaan sertifikat elektronik; 

c. terdapat potensi terjadinya penyalahgunaan sertifikat elektronik; 

d. passphrase sertifikat elektronik tidak diketahui atau lupa; atau 

e. sebab lain sehingga Wajib Pajak harus meminta sertifikat elektronik baru. 

Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 PER-04/PJ/2020, perubahan data Wajib Pajak 

(WP) dapat dilakukan dalam hal data dan/ atau informasi yang terdapat dalam 

administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Menurut Pasal 

13 ayat 2 perubahan data WP dapat dilakukan oleh WP Orang Pribadi, WP Warisan 

Belum Terbagi, WP Badan, dan Instansi Pemerintah. Pada Pasal 13 ayat 3 

dinyatakan bahwa permohonan perubahan data dapat dilakukan secara elektronik 

ataupun tertulis, dan dilampiri dengan dokumen pendukung yang menunjukkan 

adanya perubahan tersebut. Apabila WP berkeinginan untuk memutakhirkan data 

terkait perpajakannya, WP dapat menggunakan formulir Perubahan Data NPWP 

yang bentuknya telah diatur dengan Peraturan DJP Nomor PER-04/PJ/2020 

(pajak.go.id, 2021). Pada Pasal 14 ayat 1 dinyatakan bahwa permohonan perubahan 

data Wajib Pajak (WP) secara elektronik dapat disampaikan melalui: 

a. Aplikasi registrasi yang tersedia pada laman DJP, dilakukan dengan: 

1. mengisi dan menyampaikan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak; dan 

2. mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen pendukung; 

atau 

b. contact center dan/atau saluran tertentu lainnya, dilakukan dengan 

memanfaatkan layanan yang ditentukan oleh DJP. 
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Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) menurut SE-08/PJ/2012 adalah catatan 

secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur 

pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, 

pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan 

pelaksanaan pemeriksaan. Pada KKP terdapat KKP Induk, KKP Induk Per Jenis 

dan KKP Pendukung. Berdasarkan SE-08/PJ/2012 definisi dari KKP Induk adalah 

KKP yang merupakan rangkuman dari KKP Induk Per Jenis Pajak. KKP Induk Per 

Jenis adalah KKP yang memuat objek pajak, pajak terutang, kredit pajak, pajak 

yang kurang (lebih) dibayar, sanksi administrasi, pajak yang masih harus (lebih) 

dibayar dan/atau Surat Tagihan Pajak. KKP Pendukung adalah KKP yang memuat 

uraian lebih detail atau rincian dari suatu KKP.  

Menurut Weygandt, et al. (2019) akuntansi terdiri dari tiga aktivitas dasar 

yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan informasi ekonomi kepada para 

pihak yang berkepentingan. Identifikasi merupakan proses atau tahap pertama kali 

dilakukan dalam akuntansi. Identifikasi adalah proses mengidentifikasi atau 

memilih dari serangkaian transaksi perusahaan yang memiliki nilai ekonomi. 

Pencatatan merupakan tahap kedua setelah proses identifikasi yang bertujuan untuk 

mencatatat nilai ekonomi secara sistematis dan berurutan (kronologis). Pelaporan 

merupakan tahap ketiga atau tahap terakhir dalam proses akuntansi yaitu 

melaporkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik 

internal ataupun eksternal dalam bentuk laporan keuangan (Weygandt, et al., 2019). 

Menurut Weygandt, et al. (2019) terdapat sembilan tahap dalam siklus 

akuntansi yaitu: 
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1. Menganalisis Transaksi Bisnis 

Transaksi adalah kegiatan ekonomi perusahaan yang dicatat oleh akuntan, yang  

dapat terjadi dari eksternal dan internal perusahaan. Transaksi dapat terjadi 

secara internal maupun eksternal. Transaksi internal adalah kegiatan ekonomi 

yang dilakukan di dalam perusahaan seperti membayar gaji kepada karyawan. 

Sedangkan transaksi eksternal adalah kegiatan ekonomi yang terjadi dengan 

pihak di luar perusahaan seperti pembelian bahan baku kepada supplier, 

penjualan barang dan jasa kepada customer. Transaksi dapat dibuktikan dengan 

adanya supporting document seperti faktur penjualan dan invoice pembelian.  

Perusahaan melakukan banyak aktivitas yang tidak mewakili transaksi bisnis. 

Contohnya seperti mempekerjakan karyawan dan menempatkan pesanan 

barang dagangan. Beberapa kegiatan ini dapat mengarah pada transaksi bisnis. 

Karyawan akan mendapatkan upah dan pemasok akan mengirimkan barang 

dagangan yang dipesan. Oleh karena itu perusahaan perlu melakukan analisis 

terhadap setiap peristiwa untuk mengetahui transaksi tersebut memengaruhi 

komponen persamaan akuntansi atau tidak memengaruhi komponen 

persamaan akuntansi. Setiap transaksi harus memiliki dual effect pada 

persamaan akuntansi. Sebagai contoh, ketika aset meningkat maka ada 

penurunan aset lain atau peningkatan liabilitas atau peningkatan ekuitas. 

2. Menjurnal Transaksi 

Jurnal adalah catatan dalam akuntansi yang digunakan untuk mencatat setiap 

transaksi yang terjadi. Tujuan dibuat jurnal atas tiap transaksi yaitu untuk 

mengungkapkan di suatu tempat seluruh dampak dari transaksi tersebut, 
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menyediakan pencatatan secara kronologis dari transaksi serta membantu 

mencegah dan melakukan kesalahan karena jumlah debet dan kredit untuk 

setiap transaksi dapat secara mudah dibandingkan. Untuk setiap transaksi, 

jurnal akan menunjukkan debit dan kredit pada akun tertentu. Perusahaan dapat 

menggunakan jurnal umum dan jurnal khusus untuk mencatat transaksinya. 

Jurnal umum adalah jurnal dasar dalam akuntansi yang dimiliki oleh setiap 

perusahaan dan digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang tidak termasuk 

dalam jurnal khusus seperti jurnal koreksi, jurnal penyesuaian, dan jurnal 

penutup. Sedangkan jurnal khusus adalah jurnal dalam akuntansi yang 

digunakan untuk pencatatan berdasarkan pengelompokkan transaksi yang 

sejenis. Jurnal khusus memungkinkan adanya pembagian kerja karena 

beberapa orang dapat melakukan proses record entries dalam jurnal yang 

berbeda pada waktu yang sama. Hal ini juga dapat mengurangi waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan proses posting. Menurut Weygandt, et al. 

(2019) jurnal khusus terdiri dari: 

a. Jurnal penjualan, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi 

penjualan yang dilakukan secara kredit. Contoh dokumen yang dibutuhkan 

yaitu faktur penjualan. 

b. Jurnal penerimaan kas, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat 

transaksi penerimaan kas seperti penerimaan pembayaran piutang dan 

penjualan secara tunai. Contoh dokumen yang dibutuhkan yaitu nota/bon 

penjualan tunai. 
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c. Jurnal pembelian, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi 

pembelian secara kredit. Contoh dokumen yang dibutuhkan yaitu purchase 

invoice. 

d. Jurnal pengeluaran kas, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat 

transaksi pengeluaran kas seperti pembelian secara tunai dan pembayaran 

utang. Contoh dokumen yang dibutuhkan yaitu bukti pembayaran atas 

kegiatan pembelian seperti faktur pembelian yang sudah di cap lunas oleh 

supplier. 

3. Melakukan Posting ke Buku Besar (Ledger) 

Posting merupakan proses memindahkan dan menyusun jurnal ke dalam 

kelompok akun yang ada di buku besar yang terdiri dari semua akun aset, 

liabilitas, dan ekuitas. Adapun jenis buku besar yang dimiliki oleh perusahaan 

yaitu: 

a. General ledger, yaitu buku besar umum yang berisi sekelompok akun yang 

digunakan dalam menjurnal serta menyediakan saldo akhir dari setiap akun 

serta digunakan untuk melacak setiap perubahan yang terjadi pada akun 

tersebut. General ledger biasanya terdiri dari seluruh akun yang berkaitan 

dengan aset, liabilitas, dan ekuitas. 

b. Subsidiary ledger, yaitu buku besar khusus yang berisi sekelompok akun 

yang memiliki kesamaan karakteristik, yang digunakan untuk melacak 

saldo individual. Contoh subsidiary ledger yaitu accounts receivable 

(customers’) subsidiary ledger yang mencatat besarnya piutang per 

customer. 
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4. Menyiapkan Neraca Saldo (Trial Balance) 

Neraca saldo adalah daftar dari akun beserta saldonya dalam suatu periode 

tertentu, yang membuktikan persamaan matematis atas debet dan kredit setelah 

posting. 

5. Membuat Jurnal Penyesuaian (Adjusting Entries) 

Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk memastikan bahwa 

pengakuan pendapatan dan beban sudah diterapkan oleh perusahaan dan 

biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi. Terdapat 2 tipe jurnal 

penyesuaian yaitu: 

a. Deferrals, yaitu penangguhan pengakuan atas suatu expenses yang telah 

dibayarkan atau revenues yang telah diterima. Deferrals terdiri 2 tipe yaitu 

prepaid expenses dan unearned revenues. 

b. Accruals, yaitu suatu expenses yang belum dibayarkan namun sudah 

terjadi/digunakan atau revenues yang belum diterima namun sudah 

dilakukan. Accruals terdiri dari 2 tipe yaitu accrued revenues dan accrued 

expenses. 

6. Menyiapkan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian (Adjusted Trial Balance) 

Neraca saldo setelah penyesuaian adalah neraca saldo yang dibuat setelah akun 

di jurnal penyesuaian di-posting ke buku besar dengan tujuan untuk 

membuktikan kesamaan antara saldo debit dan kredit di buku besar setelah 

penyesuaian. 

7. Menyiapkan Laporan Keuangan (Financial Statements) 
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Perusahaan dapat membuat laporan keuangan langsung berdasarkan neraca 

saldo setelah penyesuaian (adjusted trial balance). Menurut PSAK 1 tahun 

2020 tentang Penyajian Laporan Keuangan, komponen laporan keuangan 

lengkap terdiri dari: 

a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode; 

b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode; 

c. Laporan perubahan ekuitas selama periode; 

d. Laporan arus kas selama periode; 

e. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang 

signifikan dan informasi penjelasan lain; 

f. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika 

entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau 

membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan. 

8. Membuat Jurnal Penutup (Closing Entries) 

Jurnal penutup digunakan untuk menutup atau membuat saldo temporary 

account menjadi nol serta memindahkan laba bersih atau rugi bersih dan 

dividen ke dalam akun saldo laba (retained earnings). Contoh dari temporary 

account yaitu semua akun pendapatan, semua akun beban dan dividen. 

9. Menyiapkan Neraca Saldo Setelah Penutupan (Post-Closing Trial Balance) 

Setelah membuat jurnal penutup (closing entries) dan melalukan posting ke 

ledger maka selanjutnya perusahaan mempersiapkan neraca saldo setelah 

penutupan (post-closing trial balance). Post-closing trial balance berisikan 

daftar permanent account beserta saldonya dengan tujuan untuk membuktikan 
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kesamaan dari saldo akun permanen yang akan dibawa sebagai saldo awal pada 

periode berikutnya. Contoh dari permanent account yaitu kelompok akun aset, 

liabilitas, dan ekuitas. 

Dalam perusahaan, aset dikategorikan menjadi non-current assets dan 

current assets. Non-current assets  terdiri dari intangible assets, property, plant, 

and equipment serta long-term investments. Contoh dari current assets yaitu 

prepaid insurance, supplies, inventory, notes receivables, accounts receivable, 

short-term investments, dan cash. Kas terdiri dari koin, mata uang (uang kertas), 

cek, wesel, dan uang di tangan atau pada deposito di bank atau penyimpanan serupa. 

Ketika disajikan ke dalam balance sheet maka cash on hand, cash in bank, dan petty 

cash sering digabungkan dan dilaporkan hanya sebagai kas (Weygandt, et al., 

2019).  

Sumber revenue utama bagi perusahaan dagang adalah penjualan barang 

dagangan, yang sering disebut dengan sales revenue atau sales. Saldo normal dari 

sales revenue yaitu dicatat di sisi kredit. Terdapat contra revenue account dari sales 

revenue yaitu sales returns and allowances serta sales discount. Sales discount 

adalah pengurangan atau potongan yang diberikan oleh penjual untuk prompt 

payment atas penjualan kredit. Sales discount akan dikenakan pada harga yang 

tertera di invoice. Saldo normal dari sales discount yaitu dicatat pada sisi debit 

(Weygandt, et al., 2019). 

Bank statements atau rekening koran adalah laporan bulanan dari bank yang 

menunjukkan transaksi dan jumlah saldo bank dari pemilik rekening. Pada 

dasarnya, bank statements merupakan salinan dari bank untuk nasabahnya atau 
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tersedia secara online untuk nasabah melakukan review (Weygandt, et al., 2019). 

Rekening koran dapat menjadi instrumen yang berguna untuk mengelola keuangan 

bisnis dikarenakan berisi berbagai informasi tentang transaksi pembelanjaan dan 

pemasukan bisnis selama transaksi-transaksi tersebut menggunakan rekening bank 

yang bersangkutan (jurnal.id, 2021).  

Perkembangan teknologi yang semakin canggih juga berdampak pada 

proses akuntansi perusahaan yang ditunjukkan dengan adanya Sistem Informasi 

Akuntansi (SIA). Menurut Romney dan Steinbart (2018) sistem informasi 

akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, membuat pencatatan, 

melalukan penyimpanan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi yang 

digunakan untuk mengambil keputusan. Terdapat 6 komponen dalam sistem 

informasi akuntansi menurut Romney dan Steinbart (2018) yaitu: 

1. Orang yang menggunakan sistem; 

2. Prosedur dan instruksi dalam mengumpulkan, memproses dan menyimpan data; 

3. Data perusahaan dan aktivitas bisnisnya; 

4. Software yang digunakan untuk memproses data; 

5. Information technology infrastructure termasuk komputer, jaringan dan segala 

hal yang terkait; 

6. Internal controls dan security measures yang menjamin keamanan data SIA. 

Dengan menggunakan sistem informasi akuntansi (SIA) perusahaan dapat 

meningkatkan kualitas, meningkatkan efisiensi, menekan biaya pengeluaran, 

menambah pengetahuan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada supply chain, 
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meningkatkan struktur pengendalian internal serta meningkatkan kemampuan 

pengambilan keputusan oleh perusahaan (Romney dan Steinbart, 2018).  

Menurut Romney dan Steinbart (2018) terdapat empat siklus aktivitas yang 

terjadi dalam suatu bisnis yaitu: 

1. Siklus pendapatan (revenue cycle) 

Siklus pendapatan adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan operasi 

pemrosesan informasi yang terkait dengan penyediaan barang dan jasa kepada 

customer serta pengumpulan pembayaran berbentuk kas atas penyediaan barang 

dan jasa tersebut. Terdapat empat aktivitas dasar dalam siklus pendapatan yaitu: 

a. Sales order entry 

Pada proses sales order entry terjadi kegiatan utama yaitu menerima pesanan 

pelanggan, memeriksa dan menyetujui saldo utang pelanggan serta 

memeriksa ketersediaan persediaan. Menerima pesananan pelanggan 

dilakukan dengan menggunakan Electronic Data Interchange (EDI) yang 

akan digunakan oleh pelanggan untuk membuat pesanan secara elektronik 

dengan bentuk yang disesuaikan dengan sistem entitas. Dokumen yang 

dihasilkan berupa dokumen sales order. Memeriksa dan menyetujui saldo 

utang pelanggan dilakukan dengan cara memeriksa batas kredit pelanggan. 

Batas kredit adalah batas maksimum utang pelanggan yang disetujui oleh 

perusahaan, biasanya berdasarkan historis utang yang dimiliki dan 

kemampuan untuk membayarnya kembali. Memeriksa ketersediaan 

persediaan dilakukan untuk melihat kecukupan dan ketersediaan persediaan 

yang memenuhi pesananan yang tercantum pada dokumen sales order. 
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Ketika ketersediaan persediaan terpenuhi maka selanjutnya akan dilakukan 

proses pemindahan barang dari gudang ke bagian pengemasan dan 

pengiriman. 

b. Shipping 

Terdapat dua kegiatan dalam shipping yaitu memilih dan mengemas pesanan 

serta melakukan pengiriman barang.  

c. Billing 

Terdapat dua kegiatan dalam billing yaitu penagihan piutang dengan 

membuat sales invoice yang bertujuan untuk memberi tahu customer 

nominal yang harus dilunasi serta instruksi pelunasannya serta mengawasi 

perubahan akun piutang customer. 

d. Cash collections 

Tahap terakhir dalam siklus pendapatan yaitu menerima pembayaran piutang 

penjualan dari customer. 

2. Siklus pengeluaran (expenditure cycle) 

Siklus pengeluaran adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan 

operasi pemrosesan informasi yang terkait dengan pembelian dan pembayaran 

barang dan jasa. Terdapat empat aktivitas dasar yang dilakukan dalam siklus 

pengeluaran yaitu: 

a. Ordering material, supplies, and services 

Dalam tahap ini perusahaan yang ingin melakukan pembelian barang akan 

menerbitkan dokumen berupa purchase requisition yang akan diserahkan 

kepada bagian pembelian. Setelah melakukan purchase requisition 
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selanjutnya perusahaan akan memilih supplier yang kemudian akan 

menghasilkan dokumen berupa purchase order yang akan dikirimkan 

kepada supplier terpilih. Purchase requisition adalah dokumen yang 

digunakan oleh pihak internal perusahaan untuk dikirimkan kepada 

departemen pembelian terkait barang-barang yang dibutuhkan. Purchase 

requisition menjelaskan mengenai tanggal dan lokasi pengiriman yang 

diinginkan serta memuat jenis, jumlah, dan harga barang yang dipesan dan 

juga rekomendasi supplier. Sedangkan purchase order adalah sebuah 

dokumen resmi yang berisikan permintaan kepada supplier untuk menjual 

dan mengirimkan produk dengan harga yang telah ditentukan serta 

komitmen untuk pembayaran. 

b. Receiving materials, supplies, and services 

Setelah memberikan purchase order kepada supplier maka selanjutnya 

perusahaan akan menerima barang atau jasa dan kemudian akan menyimpan 

barang ke gudang. Pada kegiatan menerima barang maka dokumen yang 

akan diterima oleh perusahaan dari supplier yaitu goods and packing slip.  

c. Approving supplier invoices 

Setelah menerima barang yang dibeli dari supplier maka selanjutnya 

perusahaan akan menerima supplier invoice yang dikirimkan oleh supplier. 

Kemudian perusahaan akan menyetujui untuk melakukan pembayaran atas 

pembelian barang kepada supplier. Ketika supplier invoice diterima maka 

departemen utang akan bertanggung jawab untuk mencocokannya dengan 

purchase order dan receiving report (supplier invoice, purchase order, dan 
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receiving report) yang digunakan untuk mengesahkan pembayaran kepada 

supplier.  

d. Cash disbursements 

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam tahap siklus pengeluaran yaitu 

melakukan pembayaran kepada supplier. 

3. Siklus produksi (production cycle) 

Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan operasi 

pemrosesan informasi yang terkait dengan pembuatan produk. Terdapat empat 

aktivitas dasar dalam siklus produksi yaitu: 

a. Product design 

Terdapat dua dokumen hasil dari product design yaitu bill of material dan 

operation list. Bill of material adalah dokumen yang berisikan jumlah 

bagian, deskripsi, dan jumlah dari setiap komponen yang digunakan dalam 

suatu produk. Sedangkan operation list adalah dokumen yang berisikan 

informasi mengenai produk yang akan diproduksi, peralatan yang akan 

digunakan, dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan setiap tahap dalam 

pembuatan produk. 

b. Planning and scheduling 

Pada tahap ini dokumen yang akan dihasikan yaitu berupa production oder, 

material requisition dan move tickets. Production order adalah dokumen 

yang digunakan untuk memberikan otorisasi untuk melakukan proses 

produksi dalam jumlah yang telah ditentukan. Material requisition adalah 

dokumen yang memberikan otorisasi untuk memindahkan bahan baku sesuai 
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jumlah yang dibutuhkan dari gudang untuk proses produksi. Move tickets 

adalah dokumen yang digunakan untuk mengidentifikasi perpindahan bahan 

baku (jenis bahan baku, lokasi pemindahan, dan waktu saaat pemindahan 

bahan baku). 

c. Product operations 

Setelah tahap planning and scheduling selesai, maka selanjutnya tahap 

produksi siap dilakukan. 

d. Cost accounting 

Tahap terakhir dalam siklus produksi yaitu bagian accounting akan 

menghitung biaya yang akan dikeluarkan selama siklus produksi dilakukan 

berdasarkan beberapa dokumen seperti bill of materials, operation list, move 

tickets, dan material requisitions. 

4. Siklus sumber daya manusia dan daftar upah (human resources management and 

payroll cycle) 

Siklus sumber daya manusai atau daftar upah adalah serangkaian aktivitas bisnis 

yang berulang dan operasi pemrosesan informasi yang terkait dengan pengaturan 

secara efektif mengenai tenaga kerja. Terdapat lima aktivitas dasar yang 

dilakukan dalam siklus sumber daya manusia dan daftar upah yaitu: 

a. Updating payroll master data 

Dalam tahap ini akan dilakukan update master data payroll untuk 

menambahkan perubahan yang terjadi seperti perubahan rate gaji, 

perekrutan karyawan baru, dan pemutusan hubungan kerja. 

b. Validate time and attendance data 
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Pada tahap ini dilakukan validasi data waktu dan kedatangan karyawan yang 

akan dikumpulkan untuk menentukan gaji yang akan diterima oleh pegawai. 

Dokumen yang dipakai dalam tahap ini yaitu berupa time cards. Time cards 

adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat waktu kedatangan dan 

kepulangan pegawai setiap work shift. 

c. Prepare payroll 

Adanya pembuatan payroll register dan deduction register. Payroll register 

yaitu daftar dari data payroll untuk setiap pegawai dalam satu periode payroll 

sedangkan deduction register merupakan laporan yang berisi berbagai 

pengurangan selain pajak milik setiap pegawai. 

d. Disburse payroll 

Dokumen pada tahap ini yaitu berupa paychecks yang sudah disiapkan untuk 

dibagikan kepada setiap karyawan. 

e. Calculate and disburse employer-paid benefits, taxed and voluntary 

employee deductions 

Pada tahap terakhir, perusahaan akan melakukan perhitungan dan 

pemotongan dari gaji karyawan, baik pemotongan secara wajib untuk 

pembayaran pajak, atau pemotongan secara sukarela yang ditawarkan oleh 

perusahaan. 

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Program kerja magang dilaksanakan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut: 

1. Menerapkan ilmu akuntansi khususnya bidang perpajakan yang dipelajari 

selama perkuliahan seperti membuat Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak 
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Penghasilan (PPh), rekonsiliasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), mendaftarkan 

sertifikat elektronik, menghitung PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan non 

pegawai, membuat dan melaporkan laporan realisasi PPh Pasal 21 Ditanggung 

Pemerintah (DTP), membuat summary all tax, melaporkan SPT Masa PPh 4 

Ayat 2, meng-input Bukti Potong (Bupot) dan Nomor Transaksi Penerimaan 

Negara (NTPN) PPh Pasal 23, melakukan rekapitulasi PPh Pasal 21, mengisi 

formulir perubahan identitas wajib pajak serta mengisi formulir Pemberitahuan 

Ekspor Jasa Kena Pajak (PEJKP). 

2. Mengetahui berita-berita perpajakan terbaru beserta dengan penerapannya 

seperti pemberian insentif perpajakan terkait wabah Covid-19. 

3. Memberikan pengalaman kerja nyata bagi mahasiswa agar menjadi lebih siap 

untuk bersaing dalam dunia kerja nantinya. 

4. Meningkatkan kemampuan bekerjasama, berkomunikasi, tanggung jawab dan 

profesionalitas antar sesama rekan kerja. 

5. Mengetahui hambatan-hambatan serta solusi dalam rangkaian pekerjaan. 

 

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

1.3.1. Waktu Pelaksanaan Kerja Magang  

Pelaksanaan kerja magang dilakukan pada tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan 13 

September 2021 di WiN Partners yang berlokasi di Ruko Prominence, Jl. Jalur 

Sutera Boulevard No.8-9, RT.003/RW.006, Panunggangan Tim., Kec. Pinang, 

Kota Tangerang sebagai junior support. Kerja magang dilakukan dari hari Senin 

sampai Jumat dengan jam kerja pukul 08:00-17:00. Work From Office (WFO) 
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dilakukan selama 10 hari kerja dan Work From Home (WFH) dilakukan selama 50 

hari kerja. 

1.3.2. Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Prosedur pelaksanaan kerja magang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada di 

Buku Panduan Kerja Magang Program Studi Akuntansi Universitas Multimedia 

Nusantara. Terdapat 3 (tiga) tahap dalam prosedur pelaksanaan kerja magang ini, 

yang terdiri dari : 

1. Tahap Pengajuan Surat Lamaran 

a. Mahasiswa/i mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan 

kerja magang (Form KM-01) sebagai hal pertama yang dilakukan dalam 

pembuatan Surat Pengantar Kerja Magang yang ditujukan kepada 

perusahaan yang dimaksud serta ditandatangani oleh Ketua Program Studi 

Akuntansi. 

b. Surat Pengantar Kerja Magang akan dianggap sah apabila telah 

ditandatangani oleh Ketua Program Studi Akuntansi. 

c. Ketua Program Studi menunjuk seorang dosen pada program studi yang 

bersangkutan sebagai pembimbing kerja magang. 

d. Mahasiswa/i diperkenankan mengajukan usulan tempat kerja magang 

kepada Ketua Program Studi. 

e. Mahasiswa/i menghubungi calon perusahaan tempat kerja magang dengan 

dibekali surat pengantar kerja magang (Form KM-01). 

f. Jika permohonan untuk memperoleh kesempatan magang ditolak, 

mahasiswa/i mengulang prosedur dari poin b, c dan d, dan izin baru akan 
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diterbitkan untuk mengganti izin lama. Jika permohonan diterima, 

mahasiswa/i melaporkan hasilnya kepada Koordinator Magang. 

g. Mahasiswa/i dapat mulai melaksanakan kerja magang apabila telah 

menerima surat balasan bahwa mahasiswa bersangkutan diterima kerja 

magang (Form KM-02) pada perusahaan yang dimaksud yang ditujukan 

kepada Koordinator Magang. 

h. Apabila mahasiswa/i telah memenuhi semua persyaratan kerja magang, 

mahasiswa akan mendapatkan: Kartu Kerja Magang (Form KM-03), 

Formulir Kehadiran Kerja Magang (Form KM-04), Formulir Realisasi 

Kerja Magang (Form KM-05) dan Formulir Laporan Penilaian Kerja 

Magang (Form KM-06). 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Sebelum pelaksanaan kerja magang dimulai, pihak prodi akuntansi 

menyelenggarakan perkuliahan pembekalan kerja magang dengan maksud 

sebagai bekal selama mahasiswa/i melakukan kerja magang. Perkuliahan 

kerja magang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa/i yang akan 

melaksanakan kerja magang. Perkuliahan pembekalan kerja magang 

dilakukan sebanyak 3 kali secara tatap muka. Jika mahasiswa/i tidak dapat 

memenuhi ketentuan kehadiran tersebut tanpa alasan yang dapat 

dipertanggung-jawabkan, maka mahasiswa/i akan dikenakan pinalti dan 

tidak diperkenankan untuk melaksanakan praktik kerja magang di 

perusahaan pada semester berjalan, serta harus mengulang pendaftaran 

kuliah pembekalan magang untuk periode berikutnya.  
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b. Pada perkuliahan Kerja Magang, mahasiswa diberikan materi kuliah yang 

bersifat petunjuk teknis kerja magang dan penulisan laporan kerja magang, 

termasuk di dalam tentang perilaku mahasiswa di perusahaan. Adapun 

rincian materi kuliah adalah sebagai berikut:  

Pertemuan 1 : Sistem dan prosedur kerja magang, perilaku dan komunikasi 

mahasiswa/i dalam perusahaan.  

Pertemuan 2 : Struktur organisasi perusahaan, pengumpulan data (sistem 

dan prosedur administrasi, operasional perusahaan, sumber daya); analisis 

kelemahan dan keunggulan (sistem, prosedur dan efektivitas administrasi 

serta operasional, efisiensi penggunaan sumber daya, pemasaran 

perusahaan, keuangan perusahaan).  

Pertemuan 3 : Cara penulisan laporan, ujian kerja magang dan penilaian, 

cara presentasi dan tanya jawab.  

c. Mahasiswa/i bertemu dengan dosen pembimbing untuk pembekalan teknis 

di lapangan. Mahasiswa/i melaksanakan kerja magang di perusahaan di 

bawah bimbingan seorang karyawan tetap di perusahaan/instansi tempat 

pelaksanaan kerja magang yang selanjutnya disebut sebagai Pembimbing 

Lapangan. Dalam periode ini mahasiswa/i belajar bekerja dan 

menyelesaikan tugas yang diberikan Pembimbing Lapangan. Untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan, mahasiswa/i berbaur dengan karyawan 

dan staf perusahaan agar mahasiswa/i ikut merasakan kesulitan dan 

permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja 

magang. Jika di kemudian hari ditemukan penyimpangan-penyimpangan 
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(mahasiswa/i melakukan kerja magang secara fiktif), terhadap mahasiswa/i 

yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi diskualifikasi dan sanksi lain 

sebagaimana aturan universitas, serta mahasiswa/i diharuskan mengulang 

proses kerja magang dari awal.  

d. Mahasiswa/i wajib mengikuti semua peraturan yang berlaku di 

perusahaan/instansi tempat pelaksanaan Kerja Magang. 

e. Mahasiswa/i bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai 

dengan bidang studinya. Mahasiswa/i menyelesaikan tugas yang diberikan 

oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep, dan 

pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. Mahasiswa/i mencoba 

memahami adaptasi penyesuaian teori dan konsep yang diperolehnya di 

perkuliahan dengan terapan praktisnya.  

f. Pembimbing Lapangan memantau dan menilai kualitas dan usaha kerja 

magang mahasiswa/i.  

g. Sewaktu mahasiswa/i menjalani proses kerja magang, koordinator Kerja 

Magang beserta dosen pembimbing Kerja Magang memantau pelaksanaan 

Kerja Magang mahasiswa/i dan berusaha menjalin hubungan baik dengan 

perusahaan. Pemantauan dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. 

3. Tahap Akhir 

a. Setelah Kerja Magang di perusahaan selesai, mahasiswa/i menuangkan 

temuan serta aktivitas yang dijalankannya selama kerja magang dalam 

laporan kerja magang dengan bimbingan dosen Pembimbing Kerja Magang.  
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b. Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur 

laporan Kerja Magang Universitas Multimedia Nusantara.  

c. Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mahasiswa/i 

mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan Kerja Magang harus 

mendapat pengesahan dari Dosen Pembimbing dan diketahui oleh Ketua 

Program Studi. Mahasiswa/i menyerahkan laporan Kerja Magang kepada 

Pembimbing Lapangan dan meminta Pembimbing Lapangan mengisi 

formulir penilaian pelaksanaan kerja magang.  

d. Pembimbing Lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang terkait 

dengan kinerja mahasiswa/i selama melaksanakan kerja magang.  

e. Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pembimbing 

Lapangan di perusahaan/instansi dan surat keterangan yang menjelaskan 

bahwa mahasiswa/i yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya, 

dikirim secara langsung kepada Koordinator Magang.  

f. Setelah mahasiswa/i melengkapi persyaratan ujian kerja magang, 

Koordinator Kerja Magang menjadwalkan ujian kerja magang.  

g. Mahasiswa/i menghadiri ujian kerja magang dan 

mempertanggungjawabkan laporannya pada ujian kerja magang. 

  


